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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas perencanaan pembangunan
partisipatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa
Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan
sistematis literatur, penelitian ini mengeksplorasi kerangka perencanaan partisipatif,
pemberdayaan sosial, dan pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterlibatan masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan meningkatkan relevansi program,
efisiensi anggaran, dan modal sosial, sekaligus memberdayakan kelompok rentan meskipun
terdapat kendala seperti kapasitas pemerintah yang terbatas dan hambatan budaya. Studi ini
merekomendasikan peningkatan kapasitas, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan inklusif
untuk mengoptimalkan manfaat perencanaan partisipatif dalam kemajuan ekonomi daerah. Kata
Kunci perencanaan pembangunan partisipatif, pertumbuhan ekonomi inklusif,
pemberdayaan sosial, Nusa Tenggara Timur, pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

This study aims to examine the role and effectiveness of participatory development planning in
promoting inclusive and sustainable economic growth in East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia.
Employing a qualitative method through a systematic review of literature, the study explores
frameworks of participatory planning, social empowerment, and local economic development.
The findings reveal that involving local communities at various administrative levels enhances
project relevance, budget efficiency, and social capital, while empowering vulnerable groups
despite challenges such as limited government capacity and cultural barriers. The study
recommends capacity building, infrastructural development, and inclusive policy-making to
maximize the benefits of participatory planning for regional economic advancement.
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PENDAHULUAN berupa rangkaian pulau dengan kondisi sosial-
Perencanaan pembangunan partisipatif ~ekonomi yang beragam dan menghadapi
merupakan pendekatan strategis yang semakin  berbagai keterbatasan terkait akses
mendapat perhatian dalam upaya infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam
meningkatkan keberhasilan pembangunan konteks ini, perencanaan yang melibatkan

ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT
memiliki karakteristik geografis yang unik

partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat
penting agar pembangunan yang dirancang
tepat sasaran dan
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berkelanjutan. Pendekatan partisipatif
memungkinkan masyarakat tidak hanya
menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga
subjek yang ikut menentukan arah kebijakan
dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil
pembangunan lebih relevan dan sesuai dengan
kebutuhan lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui
perencanaan  partisipatif  terbukti  dapat
memperkuat modal sosial dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan sumber daya lokal,
yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan
ekonomi daerah. Di NTT, pelaksanaan
perencanaan pembangunan partisipatif sudah
melekat melalui mekanisme musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang)
mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Melibatkan masyarakat dalam musrenbang ini
memperlihatkan  potensi  tinggi  dalam
mengidentifikasi prioritas pembangunan yang
tepat serta meningkatkan rasa memiliki atas
hasil pembangunan. Selain itu, keterlibatan
masyarakat  juga  berkontribusi  dalam
mengurangi konflik sosial dan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pembangunan. Berbagai penelitian yang
dilakukan di Indonesia dan khususnya di NTT
menunjukkan bahwa perencanaan
pembangunan dengan pendekatan partisipatif
memiliki dampak positif pada pembangunan
ekonomi lokal. Misalnya, peningkatan efisiensi
pemanfaatan anggaran, optimalisasi sumber
daya lokal, serta pemberdayaan kelompok
rentan seperti perempuan dan komunitas adat,
semuanya berkontribusi dalam mendorong
kesejahteraan masyarakat. Namun demikian,
pelaksanaan pendekatan ini juga menghadapi
berbagai  kendala, seperti keterbatasan
kapasitas aparatur pemerintah, hambatan
birokrasi, serta norma sosial dan budaya yang

membatasi  partisipasi  perempuan  dan
kelompok  marginal. Secara teoritis,
perencanaan pembangunan partisipatif

berlandaskan pada prinsip pembangunan
berkelanjutan dan demokrasi partisipatif yang
menekankan inklusivitas dan keadilan sosial.
Model bottom-up ini memastikan proses
pembangunan berjalan responsif terhadap
kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar
mengambil keputusan dari tingkat atas.

Kerangka konseptual perencanaan partisipatif
mencakup  partisipasi  aktif masyarakat,

transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan
kelompok rentan, dan evaluasi berkelanjutan,
yang  seluruhnya harus disesuaikan

dengan kondisi sosial budaya lokal di NTT agar
efektif dan bermanfaat bagi pembangunan
ekonomi.Pemahaman dan penerapan
perencanaan  pembangunan partisipatif di
NTT bukan hanya penting sebagai strategi
teknis pembangunan, tetapi juga sebagai
kontribusi  signifikan dalam menciptakan
pembangunan  ekonomi  yang inklusif,
berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

KAJIAN LITERATUR

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah
pendekatan strategis yang
menekankan keterlibatan aktif masyarakat
sebagai subjek utama dalam proses
pembangunan, bukan hanya sebagai objek.
Pendekatan ini berasal dari paradigma
bottom-up yang mengedepankan
penyelarasan  aspirasi masyarakat dengan
kebijakan pemerintah (Abe, 2005).

Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan
relevansi hasil pembangunan dan
keberlanjutannya dengan memberikan ruang
bagi  masyarakat untuk

menyampaikan aspirasi dan berkontribusi
dalam perumusan program tanpa

tekanan sosial, serta membangun
dialog terbuka dan kepercayaan antara
pemerintah dan masyarakat (Tentang et al.,
2013).

Perencanaan  partisipatif juga  dapat
memperkuat modal sosial dan meningkatkan
efektivitas pengelolaan sumber daya lokal
sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi
daerah secara inklusif dan berkeadilan sosial
(Amheka, 2020).

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dimana terdapat tantangan geografis,
keterbatasan  infrastruktur, dan

dinamika sosial budaya yang kompleks,
perencanaan partisipatif menjadi sangat
penting untuk memastikan pembangunan yang
tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan (Nur
Effendi et al., 2025).

Hambatan pelaksanaan umumnya berupa
keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah,
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tata kelola birokrasi yang kaku, hambatan
norma sosial budaya termasuk patriarki, dan
kendala geografis yang mempersulit akses dan
partisipasi masyarakat secara menyeluruh
(Chika et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan literature review untuk
menganalisis peran perencanaan pembangunan
partisipatif dalam pembangunan ekonomi di
Nusa Tenggara Timur. Data diperoleh dari
kajian jurnal, buku, dan dokumen relevan
terkait ~ perencanaan  partisipatif =~ dan
pembangunan ekonomi. Analisis dilakukan
secara tematik untuk mengidentifikasi konsep-
konsep utama, hambatan, serta strategi
penguatan perencanaan partisipatif berdasarkan
berbagai sumber teori dan temuan empiris.
Pendekatan ini dipilih untuk mendalami
kerangka teoretis dan hasil penelitian terdahulu
yang mendukung pemahaman konteks NTT.

PEMBAHASAN

Konsep Perencanaan
Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif
merupakan suatu pendekatan perencanaan
pembangunan yang mengedepankan
keterlibatan ~ aktif  seluruh  pemangku
kepentingan, terutama masyarakat sebagai

subjek utama dalam proses pembangunan.
Konsep ini berakar pada paradigma
pembangunan bottom-up, yang berusaha
menyelaraskan antara aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dengan kebijakan pembangunan
yang dibuat pemerintah. Dalam praktiknya,
sebagaimana dijelaskan di berbagai literatur
dan penelitian, perencanaan partisipatif
menggabungkan dua proses penting, yaitu
proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-
up) dan dari atas ke bawah (topdown) sehingga
ketepatan dan keberlanjutan pembangunan
dapat diwujudkan. Sifat utama dari
perencanaan partisipatif adalah berorientasi
pada kepentingan masyarakat sebagai penerima

adanya ruang yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat untuk menyampaikan
pendapat, aspirasi, serta berkontribusi dalam
perumusan program pembangunan tanpa
adanya hambatan atau tekanan sosial. Dialog
yang terbuka dan sikap saling percaya antara
pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi
utama keberhasilan proses ini. Dengan
demikian, perencanaan partisipatif tidak hanya
sekadar formalitas, tetapi juga merupakan
upaya nyata untuk menjembatani kebutuhan
rakyat dengan kepentingan pemerintah.
Perencanaan partisipatif memberikan beberapa
dampak penting, antara lain mengurangi
peluang manipulasi dalam penyusunan rencana
pembangunan, meningkatkan legitimasi hasil
perencanaan, serta meningkatkan kesadaran
dan keterampilan politik masyarakat dalam
pengelolaan ~ pembangunan(Abe  (2005).
Implikasi praktisnya, ketika masyarakat terlibat
dalam setiap tahap perencanaan, mereka akan
lebih memahami programprogram yang akan
dilaksanakan dan terdorong untuk turut serta
aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan tersebut.

Selain aspek partisipasi itu sendiri, konsep ini
juga menekankan pentingnya sinergi antara
berbagai pihak, baik pemerintah daerah,
masyarakat, LSM, maupun sektor swasta
sehingga posisi dan peran masing-masing pihak
dapat saling melengkapi demi keberhasilan
pembangunan. Proses perencanaan harus
bersifat dinamis dan berkelanjutan agar tetap
relevan dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang
berubah-ubah. Kerangka kerja perencanaan
partisipatif biasanya melibatkan beberapa
tahapan, yakni tahap persiapan (penunjukan
tim fasilitator), penggalian aspirasi dan
kebutuhan masyarakat melalui musyawarah
tingkat dusun, RW, hingga desa, penyusunan
rencana oleh lembaga perencana, dan
pengesahan rencana sebagai produk hukum
yang mengikat pelaksanaan pembangunan.
Dengan proses yang terstruktur namun
fleksibel ini, partisipasi masyarakat dapat
terwadahi secara maksimal, menciptakan rasa
memiliki atas pembangunan, serta mendorong

manfaat pembangunan. Hal ini menuntut Pembangunan — yang lebih adil  dan
berkelanjutan.
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Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal
sebagai wilayah dengan karakteristik sosial
ekonomi yang kompleks dan memiliki
tantangan pembangunan yang signifikan.
Geografi NTT yang terdiri dari banyak pulau
kecil dan terpencar menyebabkan hambatan
aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
Kondisi ini berdampak pada rendahnya
pemerataan pembangunan dan akses terhadap
fasilitas ~ pendidikan,  kesehatan, serta
infrastruktur publik esensial.

Secara sosial, masyarakat NTT sangat
heterogen dengan keberagaman budaya dan
norma adat yang masih memegang peranan
kuat dalam kehidupan sehari-hari. Norma
patriarki yang dominan  menyebabkan
keterbatasan  peran  perempuan  dalam
pengambilan keputusan sosial dan ekonomi,
yang berdampak pada peluang ekonomi
mereka. Faktor ini menjadi salah satu isu
penting dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan di kawasan tersebut. Dari sisi
ekonomi, sebagian besar penduduk NTT masih
bergantung pada sektor pertanian subsisten,
perikanan tradisional, dan kerajinan tangan
yang masih bersifat skala kecil dan kurang
produktif. Tingkat kemiskinan di NTT juga
termasuk yang tertinggi di Indonesia, dengan
banyak wilayah yang belum berhasil keluar dari
kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial-
ekonomi. Infrastruktur jalan, listrik, dan
jaringan komunikasi masih belum merata,
sehingga membatasi laju pertumbuhan usaha
dan investasi di daerah ini.

Kendala ini membuat kebutuhan akan
perencanaan pembangunan yang responsif dan
sesuai kebutuhan lokal menjadi sangat penting.
Perencanaan yang tidak mempertimbangkan
karakteristik sosial budaya dan kondisi
ekonomi masyarakat berisiko gagal mencapai
tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan
inklusif. Oleh karena itu, pendekatan
partisipatif yang melibatkan semua lapisan

partisipasi dalam proses perencanaan dapat
memperkuat modal sosial dan mendorong
kesadaran kolektif masyarakat dalam turut
mengawasi dan memastikan pelaksanaan
pembangunan berjalan sesuai rencana. Hal ini
sangat krusial untuk daerah seperti NTT, di
mana keterbatasan sumber daya dan tantangan
geografis menuntut efisiensi dan akuntabilitas
tinggi dalam pengelolaan pembangunan.
Kondisi sosial ekonomi NTT menuntut model
pembangunan yang inklusif, adaptif, dan
berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Konsep

perencanaan pembangunan partisipatif
menawarkan  kerangka  strategis  yang
memungkinkan integrasi aspirasi masyarakat

ke dalam kebijakan pembangunan resmi,
sehingga hasil pembangunan dapat lebih
berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sosial.

Peran Perencanaan Pembangunan
Partisipatif dalam Pembangunan Ekonomi
Perencanaan pembangunan partisipatif
memegang peranan sentral dalam mendorong
pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Melalui keterlibatan aktif masyarakat
dalam proses perencanaan, pemerintah dapat
lebih akurat memahami kebutuhan dan potensi
lokal yang beragam, schingga program
ekonomi yang disusun tidak hanya bersifat top-
down tetapi benarbenar berbasis kondisi
lapangan. Partisipasi masyarakat, khususnya
dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di berbagai tingkatan mulai dari
RT, dusun, desa hingga kecamatan dan
provinsi, memungkinkan aspirasi warga
terwakili dan memperoleh perhatian serius
dalam alokasi anggaran dan sumber daya
pembangunan. Di NTT, program-program
pembangunan ekonomi yang difasilitasi
dengan pendekatan partisipatif  berhasil
memberdayakan komunitas lokal terutama di
sektor unggulan seperti pertanian, perikanan,
dan kerajinan khas daerah. Misalnya,
Kabupaten Ngada  menerapkan  model
partisipatif melalui program seperti Pelangi

masyarakat, termasuk kaum rentan dan Desa dan Pelangi Kawasan yang seluruh
perempuan, sangat  dibutuhkan  agar dananya bersumber dari APBD setempat.
pembangunan di NTT dapat diarahkan secara Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan
tepat dan efektif. Pemanfaatan mekanisme relevansi dan efektivitas program
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pembangunan tetapi juga memperkuat rasa
memiliki masyarakat atas hasilnya, sehingga
mereka terdorong turut aktif dalam pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan. Selain itu,
perencanaan yang melibatkan masyarakat
secara langsung dapat meningkatkan distribusi
manfaat pembangunan, terutama  bagi
kelompok  rentan  seperti  perempuan,
masyarakat adat, dan kelompok miskin.
Keterlibatan aktif kelompok ini membantu
mengurangi  praktik  marginalisasi  dan
memastikan pembangunan ekonomi di NTT
bersifat merata dan berkeadilan. Perencanaan
partisipatif juga mendukung pengembangan
modal sosial yang krusial dalam memperkuat
kapasitas  kolektif =~ masyarakat  dalam
menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan
sosial. Partisipasi Secara k publik dalam
perencanaan ekonomi di NTT memacu
pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
meningkatkan transparansi alokasi anggaran
daerah, dan memperkuat kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, dan stakeholders
lainnya dalam pencapaian target pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan.

Hambatan dalam Pelaksanaan
Perencanaan Partisipatif di NTT
Pelaksanaan  perencanaan  pembangunan
partisipatif di NTT menghadapi sejumlah
hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan
teknis. Secara struktural, keterbatasan kapasitas
aparatur desa dan kecamatan dalam
memfasilitasi proses partisipasi menjadi
kendala utama. Aparatur desa yang terbatas
pengetahuan dan keterampilannya seringkali
kurang mampu memfasilitasi musyawarah
yang inklusif dan efektif, sehingga partisipasi
masyarakat tidak optimal. Kendala birokrasi
juga masih menjadi masalah, di mana prosedur
perencanaan dan penganggaran daerah yang
panjang dan mekanistik kadang membatasi
fleksibilitas proses partisipatif. Sistem hierarkis
yang kaku dan kurang responsif terhadap
masukan masyarakat dapat menurunkan
motivasi partisipasi serta menyebabkan aspirasi
masyarakat  tidak sampai ke tingkat
pengambilan keputusan. Selain hal-hal teknis,
masalah budaya dan sosial turut menambah

kompleksitas pelaksanaan perencanaan
partisipatif. Norma sosial yang patriarkis serta
adat istiadat yang masih kental membatasi
partisipasi perempuan dan kelompok marginal

dalam  musyawarah dan  pengambilan
keputusan pembangunan. Akibatnya, suara
kelompok  rentan  seperti  perempuan,

penyandang disabilitas, dan masyarakat adat
sering kurang terakomodasi, sehingga potensi
pembangunan yang inklusif belum sepenuhnya
tercapai. Kondisi geografis NTT yang terdiri
dari banyak pulau dan wilayah terpencil juga
menyulitkan ~ penyelenggaraan kegiatan
perencanaan secara menyeluruh dan merata.
Rendahnya aksesibilitas dan infrastruktur
komunikasi membuat sejumlah masyarakat
sulit dilibatkan secara optimal dalam proses
musrenbang, schingga penyerapan aspirasi
menjadi tidak merata dan beberapa daerah
tertinggal relatif kurang tersentuh program
pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut
mempengaruhi  efektifitas dan  kualitas
perencanaan partisipatif di NTT, sehingga
diperlukan  intervensi  strategis  untuk
mengatasinya agar pembangunan ekonomi
daerah benar-benar didasarkan pada kebutuhan
dan potensi masyarakat lokal.
Strategi Penguatan Perencanaan
Partisipatif di NTT

Untuk mengoptimalkan peran perencanaan
pembangunan partisipatif dalam pembangunan
ekonomi NTT, diperlukan strategi penguatan
yang komprehensif dan kontekstual. Pertama,
peningkatan kapasitas aparatur desa dan
kecamatan sangat krusial. Pelatihan teknis
fasilitasi musyawarah, pengelolaan data
perencanaan, penggunaan teknologi informasi,
dan penguatan tata kelola diperlukan agar
proses partisipatif berjalan efektif dan inklusif.
Kedua, pemerintah daerah harus memperkuat
mekanisme inklusi, memastikan keterlibatan
aktif perempuan, kelompok adat, dan
masyarakat marjinal melalui kebijakan yang

menghormati  norma  lokal  sekaligus
mendorong pemberdayaan kelompok-
kelompok tersebut. Pendekatan ini dapat

ditempuh melalui fasilitasi forum khusus,
pelibatan lembaga adat dalam proses
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perencanaan, dan kebijakan afirmatif untuk
pemberdayaan perempuan. Ketiga,
pengembangan infrastruktur komunikasi dan
aksesibilitas di wilayah terpencil sangat penting
untuk menjangkau daerah-daerah yang selama
ini kurang terakses. Peningkatan sarana
transportasi  dan  teknologi  informasi
memungkinkan proses pembelajaran dan
partisipasi masyarakat menjadi lebih merata,
serta ~ mempercepat aliran informasi
pembangunan. Keempat, untuk mengatasi
kendala birokrasi dan prosedural, reformasi tata
kelola perencanaan daerah yang menempatkan
prinsip  transparansi, akuntabilitas, dan
fleksibilitas sebagai pilar utama perlu
diberlakukan. Penggunaan sistem informasi
perencanaan berbasis online bisa mendukung
efisiensi proses dan memberikan ruang
partisipasi yang lebih luas dan mudah. Kelima,
kolaborasi lintas sektor dan tingkatan
pemerintahan  serta  antara  pemerintah,
masyarakat sipil, dan dunia usaha harus
diperkuat untuk memastikan sinergi dan
keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan.
Hal ini penting untuk menjamin bahwa hasil
perencanaan partisipatif bukan hanya dokumen
formal, tetapi benar-benar diimplementasikan
dan  memberi dampak  positif  bagi
pembangunan  ekonomi lokal. Dengan
menerapkan strategi-strategi tersebut secara
konsisten dan adaptif sesuai dinamika lokal,
Provinsi NTT dapat meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan partisipatif
sehingga mendukung percepatan pembangunan
ekonomi yang inklusif, merata, dan
berkelanjutan sesuai visi pembangunan daerah

dan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Perencanaan pembangunan partisipatif

memiliki peranan krusial dalam mendorong
pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT). Pendekatan ini memungkinkan
masyarakat lokal untuk secara aktif terlibat
dalam proses perencanaan dan pengambilan
keputusan, sehingga program pembangunan
yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan
dan potensi lokal. Dengan mengatasi

keterbatasan kapasitas, hambatan birokrasi,
serta tantangan sosial budaya melalui strategi
strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur,
pengembangan infrastruktur, dan inklusi
kelompok rentan, perencanaan partisipatif
mampu meningkatkan efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas pembangunan di NTT. Selain

itu, perencanaan partisipatif memberikan
dampak positif yang signifikan dalam
penguatan modal sosial, pemberdayaan

ekonomi masyarakat, serta kesetaraan sosial,
khususnya bagi kelompok perempuan dan
komunitas adat.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah
bersama pemangku kepentingan terkait perlu
terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
individu dalam memfasilitasi proses partisipasi
masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Pengembangan teknologi informasi dan
infrastruktur ~ komunikasi harus menjadi
prioritas untuk menjangkau wilayahwilayah
terpencil agar proses perencanaan benar-benar
merata. Pemerintah juga harus memperkuat
mekanisme koordinasi lintas sektor dan
memastikan adanya pelibatan aktif kelompok
marginal serta pemantauan ketat terhadap
jalannya implementasi program pembangunan.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan
partisipatif ~dapat berjalan optimal dan
memberikan kontribusi maksimal terhadap
percepatan  pembangunan ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat di
Provinsi NTT secara menyeluruh.
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